PERATURAN GUBERNUR & KALIMANTAN BARAT s
NOMOR g Zf TAHUN 2@21 '
TENTANG RIS
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA.-’}Z
TATA KERJA DINAS KEPENDUE)UKAN DAN PENCATATAN SIPIL ol
PROVINST KALIMANTAN BARAT - o

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(} MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang . a.

tugas dan fungsanya telah dlgantlkan secar
kelompok jabatan fungsmnai '

Refoma31 B1rohas1 Nomor 17 Ta_h 1
Penye‘i:araan J abatan Adzmmstraa
Fungszonal . mengama,natkan bahw

bahwa dalam ramgka mewujudkan _iblr y
dinamis - c{an profeszonal sebagal upaya
efekhwtas dan eﬁsxens:

dalam gabatan fungsmna}

d. bahwa : berdasarkaﬂ - permnbangan"'

Kahman‘caﬂ Barat

ARG PERARGIAT DABRAH | arampny | ¥ BBEDA - 00 7

et e




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undamg&]ndang Dasar Negara'.g L :':_
Republik Indonesia Tahun 1945; '
Undang-Undang Nomor = 25 Tahun 1956 tentang SR
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom. “Provinst oo
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahmantaﬂ”_{f
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun @
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'ﬁ--:'_'f} e
Indonesia Nomor 1106);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 temang Aparatur_’i’--; AR
Sipil Negara (Lembaran Negara ~Republik: Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem‘baran Negala;_';--."'___Z';.
Republik Indonesia Nomor 5494); T .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Repu'bllk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan Lembara;
Negara Republik Indonesia Nom@r 5587) sebagaimana-
telah diubah beberapa kali dan: ‘i:erakhlr dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenta;ng Clpta'
Kerja (Lembaran Negara Republﬂ{ Indon@s«ua Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara "'-Repubhk'
Indonesia Nomor 6573); - _ - e
Undang-Undang Nomor 30 T‘ahun 2014 eritang
Administrasi Pememntahaﬂ (Lembaran Negara ;Repu‘bhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahem Lembaran
Negara Republik Indonesia’ Nomor 5601) -
Peraturan Pemerintah. Nomor 8’7 Tahun 2014 tentang:
Perkembangan . K@peﬂdudukam Keluarga, “Keluarge
Berencana, 'dan Sistem Informasi’ Keluar g (Lembaran"
Negara Repubhk Indénesia | Tahuﬁ 2014 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negala Repubhk Indonesata Noi‘na*
5614); P S
Peraturan Pemerintah Nomor 3;8 Tahun 9016 tentaﬁg_
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesaa_-
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia - Nomm 5887) Sebagazmana telah:
diubah dengan Peraturan Pemerinitah Nomor: 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Fera‘turan Pememma '
Nomor 18 ‘Tahun 2016 tentang Perangkat Daezah’
(Lembaran Nega:fa Repubhk Endonesm 'I‘ahun 2019.1_"?
Nomor 187, Tambahan Lembaran Neorara Repubhk_' "
Indonesia Nomor 6402] _ ' :
Peratuz an Pemermtah Nomor 11 Tahun 20 17 temang{

Republik Indonesza 'I‘ahun 201’? Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indomesm Nomor 6037)}_
sebagaimana telah diubah denga:n Peraturan Pemermiahﬁ
Nomor 17 . Tahun 2020 tentang - Perubahan
Peraturan Pemermt&zh Nomor 11 Tahun 2(}17 tentan,g'.
Manajemen  Pegawai Negeri Slpﬂ (Lembaran Negara_
Republik Indonesia Tahun - 2020 Nomor 68, Tambahan;_

Lembaran Negara Repubhk Indsnesm Ncmor 647 7 )

ARG FER ‘ﬁ:\ HLAT 1."“"1‘13{
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Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini, ya,ng dzmal{sud dengan

1. Pemerintah Pusat adalah Pres1den Repubhk Indonesxa yang memegamg
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indoneszia yang dibantu’ ‘oleh
Wakil Presiden dan menteri sébagaimana d1maksud da.iam Undang~[§nciﬁng
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

10.

i1,

12.

Peraturan Memem Dalam Negerz Nomor ’76 ’I‘ahun 2015’_’_’:
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pe;abat pada
Unit Kerja yang - Menanganii Urusan Administrasi’ =

Kependudukan di Provinsi dan Kabt:zpaten / Kota: (Be1 1ta-_ :
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799} L

Peraturan Menteri Pendayamnaan Aparatur Negara dan'
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentan
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam:.- abatar
Fungsional {Berita - Negara Repubhk indonesxa Tahun'
2021 Nomor 525); :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan: S
Reformasi Birokrasi - Nomor 25 Tahun 2021 ‘temm‘ld}ff Soini
Penyederhanaan = Struktur Orga:msasz pada Instansz_fi

Pemerintah . untuk - Penyederhanaan Blrokram (Bemta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 ‘\?omor 546)

Peraturan Daerah Nomor & Tahun 20 16 terzt
Pembentukan -dan . Susunan Peranwkai Daerah Provm
Kalimantan - Barat (Lembaran Daerah
Kalimantan - Barat Tahun 2016 Namor 8. Tambahan.
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor - 6)_-
sebagaimana telah diubah beberapa kah daﬁ tet‘akhw'
dengan Peraturan Daerah Nommor 5 ’I‘ahun 2021 tenfang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sus
Perangkat Daerah Provinsi Ka}:gmmltan Barat. (Lembai an-
Daerah PI’OVH‘ISI Kalimantan Barat ’I‘ahun 2021 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Prowns; Kahrnantan Barat-
Nomor 5); o : S

MEMUTUSK'A’N:*

PERATURAN - GUBERNUR TENTANG KBDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI"*SERT'
TATA  KERJA -DINAS KEPENDU DUMN T
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAI‘ :

BAB 1 :
KETENTUAN UMUM =~

Pasal 1

Kandy PERANGIEAT DAERAN
FEAEE 5

HUKUM
Y
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=
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o

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Daerah adalah Provinsi Kalimantsn Barat,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan. pememntahan oleh L
pemerintah daerah dan Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah menurut asas . -
otonomi dan tugas pembantuan dengan -prinsip otono:tm seluas luasnyaf i
dalam sistem dan prinsip = Negara Kesatuan Repubhk Indone&a_' SRt
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk'_'-
Indonesia Tahun 1945, _ PO S B
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara FORE
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan; peme;‘mtahan T R
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. . '

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.. . o
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalunantan Barat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. yang.-._f A
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur. pelaksana urusarn pemeumahan L
daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seria.{_f‘;-'_-}'
urusan pemerintahan daerah bidang pengenciallan penduduk daﬁ kelua: ga '

berencana. : ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan S1p11
Provinsi Kalimantan Barat. : R S

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana. kecqatan tekms operasmnai -

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dmas K@pendudukan daﬂ
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. e :

Aparatur Sipil Negara yang selan;utnya dzsmgkat ASN adalah profes_ :ba"
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjlaﬁ kerja yang;_]é_"::" '
bekerja pada pemerintah Provinsi kahmantan Bara‘i: : e

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Selangutnya dzsebut Pegawa" ASN _
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemermtah dengan_ perja hjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina’ kepegawalan dan’ dzgej. ahi. tugas-_-
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi: tugas neﬁara la,mnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang~u1‘1dangan :

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsmgkat PNS adalah wairga _negar‘
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat Sebaga; Pegawaz.-;ASN
secara tetap oleh pejabat pembma kepegawalan untuk mendudukl 3abatan_.-_
pemerintahan. : S PR g

Jabatan Administrasi adalah sekelompak jabatan yang. berlsl fungs: dan :
tugas berkaitan dengan peiayanan pubhk serta admmzstrasz pememntahcmf
dan pembangunan. L : :

Pejabat Administrasi adalah Pegawal ASN yang mendudukl Jabatanfﬁ"
Administrasi pada pemerintah Provms1 Kallmaﬁtan Bara‘t i,

Jabatan Fungsional adalah sekelompok 3aba‘tan yang bemsz fung51 dan :

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang berdasarkan pa,da'_.:,
keahlian dan keterampilan tertentu. - o

Pejabat Fungsional adalah Pegawaz ASN - yar;g mendudukz Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kahmantan Barat D

Penyetaraan Jabatan Admimstz asi ke daiam Jabatan Fungszonal ..yan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional me}alm Penyesaaﬁan / Inpassmg _
pada jabatan fungsional yang setara R : R '
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan __’penataan' f_da'n” y
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan__ melalui
pendaftaran  penduduk, pencatatan  sipil, pengelolaan - informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk_ B

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asmg yang bertempat }
tinggal di Indonesia. '

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli d&ﬂ- :

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagal' B

Warga Negara Indonesia.
Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang. diterbztkan oleh it

Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum Sebagaz alat buk’u

autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan S

Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang - -
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan'-_ R B

Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk pencatatan_g L o
atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan pencluduk rentan "
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan"__"--__3 eann

berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukaﬁ '

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami- Penduduk yang._- e
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerb1tan Catan.
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) . .
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi 'tmggal tetap

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah norﬁior'_;'::"."3 -
identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, mnggal dan melekatix

pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu zden‘citas keiuargai_;_" e
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungaﬁ dalam keiuarca,

serta identitas anggota keluar 2a.

Kartu Tanda Penduduk Elekironik selanjutnya dzsmgk&l‘t KTP—el adalah'--':__':-; o
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang mempakan 1demztasfﬂ'-f.'

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Iﬁstanm Pelakgana o

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang d1alam1 oieh:f::_? S

seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi Pelaksana

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencataian."f ey
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang S
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan P&raturan Pezundang— SR B

undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh ° seseoramg mehputl'_f,f:;.:. :
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,. pengakuan anak,.
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama; daﬁ pembahan";

status kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan. kepada Orang Asmg:_-:f' SR B

untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Iﬂd(}nesm dalam’ Jangka s .ﬁ_
waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pez undamg»' B

undangan. _
HARDG
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33.lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan: kepaﬂa"oféhg'as'mg_ :
untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesla

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

34. Petugas Registrasi adalah petugas yang diutamakan dan pegawal negerz P
sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan peiayanan'- i
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengeloiaanyﬁ.-

dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.

35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan seia_n;utnya dzsmgkat SIAI& e

adalah sistem informasi yang memanfaatkan telmolog; mformasz dan:'-' -
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan 111f01ma51 admlmstrasr_' S R
kependudukan di tingkat penyelenggara -dan Iﬁstanm Pelaksana sebagal_f S BN

satu kesatuan.

36. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang d131mpan du‘awat :_ o

dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB 1l
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dz bawah dan’_ G

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

BAB 111 :
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

" Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksamakan ufusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tu,gas pembantuaﬁ ch?_?_:_' e
bidang administrasi kependudukan dan pencatataﬂ s1p11 serta: pengendahan Sl
penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan peiundang— et )

undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam . ‘Pasa]. 3 Dmas.-_-;_._f".?'i-;.'

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja di bidang administrasi kependudukan dan_fj.‘f_'“ g

pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bzdang fasilitasi pendaﬁa;anf}_
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan mformam admlmsirasrj_ e s

kependudukan, dan kelembagasm,

¢. pengoordinasian pelaksanaan kehijakan di bzdzmg fasmtas:L pendaftaran-::_-
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengeloiaan mforamam admlmstkasz[i;_ﬁ e

kependudukan, dan kelembagaan;

HARD
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi -péﬁdéftarai’i
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi -

kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan paraturan peruﬁdang— c |

undangan;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaﬁamn SR B
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi admimstram o

kependudukan, dan kelembagaan;

pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi Ie;epexldudukan g

kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; _ S
penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dam da,ta

kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan  oleh : .
kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerm’tahan daiam S

negeri;

pengoordinasian  pengawasan  atas  penyelenggaraan admzmstrasz
kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan: keiuazga' o

berencana;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi pendai‘taian_l ': S
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi admimsuasg_’ SR B

kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penda:ftaran‘} ¥
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi admm1stra81 S

kependudukan, dan kelembagaan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kmelga Instanm |

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dmas '
pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang dlbenka:ﬁ oleh :
Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencataian sipil, Selta'j R e
pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai - _ketentuan}'

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari ;

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Pendudulk;

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Bidang Kelembagaan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

s e n op

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampzran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernuy ini.

L A
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Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :
a. penetapan program kerja di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,

fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

b. perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

¢. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan kelembagaan;

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata
usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan
program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten /kota
urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan
penilaian  kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi
kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah yang menangani
urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang
milik negara di kabupaten/kota;

g penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, dan kelembagaan;

?

h. pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan kelembagaan,;

i. pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan;

HARD
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k.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d1p1mpm.-_:; _:': ._ '. "
oleh seorang Sekretaris yang berada di hawah dan ber*tanggun'awab kepad&" S

-9 -

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang p'éndaftai*éi‘i '-
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan kelembagaan;

penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari .d_a_,taj'
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemermtaha,n dalam
negeri;

pelaksanaan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan -administrasi

kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga =~

berencana; Lo
pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, .

fasilitasi  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi = administrasi =~

kependudukan, dan kelembagaan:

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di hidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan 1nforma81 adm:lmstrasiﬂ Lo

kependudukan, dan kelembagaan; o |
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Iingku'ngan"binas, L

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, :"Ziﬁ-
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan L

publik di ingkungan Dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan. kewla‘tan d1 [ A
bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi. pencatatan szpﬂ e

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan: kelembagaan

pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan d@ngan':f
perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk fasilitasi:
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kepeﬁdudukan dan e

kelembagaan; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bldang admmlstraszi_j-'.-'ﬁ':':"- S
kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian: penduduk dan .
keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai - ketentua:n S

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusan keszakan dl'_' G I
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatm keuangan s g
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh keglatan_f-f I

Pasal ©

pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

ADIBTEHY HERDS
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Pasal 10

Untuk melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud dalarf ' 'Pas,al :Sekretaz
mempunyai fungsi : ' BRI 3 _

a. penyusunar pmgram le;er}a ch bida_ng kesekl ei.amaﬁan, _
b. penylapan bahan dan perumusan kebual{an dz bmda:a'

C.

Pememntah Pusat dan Pemermtah Daerah o
d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan ch :
e.

f. penyelarasan dan- kompﬂam penyusunan rencana Ak
Dinas sesuai ketentuan peratman peruﬁdaﬂg_ __:ndarigaﬁ

Kinerja Instansi Pemermtah (SAKIP) dan peiayan'_ 1 pul
Dinas; : ST '

h. pembinaan dan koordmas;t urusan apara‘é,ur yaﬂg;_imehpt
pemberhentzan B

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan

b. Sub Bagzan Keuangan

oleh seorang Kepala Sub Baglan Ya11
bertanggungjawab kenada "%ekl etaﬂs
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Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan kepegawaian;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang
diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)  huruf
b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

HARL
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e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bicmg"
keuangan dan aset;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Keuangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan

i pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh
sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Pasal 16

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasana
pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk, serta bertanggungjawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran
penduduls, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan
prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur
pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran
penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur
pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran
penduduk;

. N
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan '-fiillgSi ai
bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran penduduk, bina aparatur
pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran
penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasana
pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasana pendaftaran
penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan
dokumentasi pendaftaran penduduk; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Pasal 19

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana
pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan
dokumentasi pencatatan sipil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang
Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

&. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi

sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil,
monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan
prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

I BEEDA
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d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah ‘daerah dii
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil,. bina- aparaiur
pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan S1p11
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsu di- bidang
fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparaf:ur pencatatan
sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas- darl fungsz da '
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil,- bina - aparatur
pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi- pencatatan S1p11
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkemaaﬂ |
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana
pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, mom’tonngg evaluam da_n L
dokumentasi pencatatan sipil; : - -

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelakscmaa.n
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana perzca‘tatan sxpal

bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentam
pencatatan sipil; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dznas d1 blda:ng s
fasilitasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan peruﬁdancr_ e
undangan. e _

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependnduk&n :'- : ‘ e
Pasal 22
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepeﬁdﬁdﬁkan "éébégéiiiiéﬁa e

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh : Seorang Kepala Bzda:ﬂw
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas -

Pasal 23

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kegaendudukaﬁ mempunyal tugas S
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang" fasﬂltam_ : -'i Sy
sarana dan prasarana pengelolaan informasi admzmstrasz kependudukan dan
bina administrator database, pengolahan dan penyapan data kependudukan
monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi. kependudukaﬁ,. s
serta bertanggungjawab memimpin seluruh 1<;eg1atan : pelayaman dan o
administrasi di bidang pengelolaan informasi admmistra& kependudukan S

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bldang_”_
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungs;l T

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informas1 ﬁdmlmstram
Kependudukan; : -
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b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang" f&sﬂit&’si L
sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan L
dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data :
kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan; _ o

C. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan -
prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina B
administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, -
monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; S e c

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bida_;{‘ig':
fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi  administrasi =
kependudukan dan bina administrator database, pengolahan “dan .
penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan -~ -
informasi administrasi kependudukan sesuai  ketentuan - péi‘a’tur_éh"_' '
perundang-undangan; s

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bldang SRR RN
fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan inforfiasi -administrasi i
kependudukan dan bina administrator ‘database, pengolahan Cdan Yost
penyajian data kependudukan, monitoring dan evalussi pengelolaan .
mmformasi administrasi kependudukan; : BRI )

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di-
bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi '_administré'sfi:';_ o
kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan =
penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi. pengelolaan™ S
informasi administrasi kependudukan sesuai “ketentuan = peraturan’ .
perundang-undangan; o

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala  Dinas’ berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana ‘dan’ prasarana . .
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bing administrator L
database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan .
evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; B T R

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasaréiﬂa_;péiige_lb_l_éan_ i
informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database,
pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi =~
pengelolaan informasi administrasi kependudukan: dan _ SEBEE D S

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang RN
pengelolaan informasi administrasi kependudukan = sestiai “ketentuan T
peraturan perundang-undangan. . e

Bagian Kedelapan
Bidang Kelembagaan

Pasal 25

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) humff, o
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah . dan oo
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas » L

4
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Pasalzé

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyzapkan bahan_da_n memmu &
kebijakan teknis di blda:ag kelj}asama, pemanfaatan data"’ ""dan dokume

sejahtera, momtonng dan evaluas1 ke}embagaan, ta
memimpin seluruh Kegiatan pelayanan dan admzms - as;,
kelembagaan. - : ' b

Untuk melaksanakan mgas sebagazmana dzmaksud dalam G
Kelembagaan mempunyai fungsl o S _

penyusunan program kerja Bidamﬁ Keﬁembagaan :
b. penyiapan bahan darl perumusan kebuakan tekms ch 1

a.

c.
berencana dan ke}.uarga segahtera mmn‘toz'mg dan éﬁal'
sesuai ketentuan peraturan perundang undangaxl,  '

d. ]

€.
kerjasama, pemanfaatan data da,n dokumen kepeﬂduduka
penduciuk, keluarga .'--beréﬁCana' dan ' keluarga sejahtera

f.
monitoring dan evaluasi kelembagaan Sesum
pelundanguundangan o -

.

h.

i
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Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1)
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis pennunjang Dinas.

{2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 29

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

{1} Kelompok dJabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab .. .
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Pejabat.

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan de'ngan'
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada &yat n

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan _' |
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang«_ -

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai keten‘tuaﬁ" 5

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum dlangkat dam T I
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetazaaﬁj-_'_ﬂ SR
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan y&ng diduduki .
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan - peramranf._ B RSane:

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan didudukl dlsetarakan .

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebe}umnya sampm =

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan J abataﬂ

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduli sebagazmana“_ S
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas: - -

Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti  peratoran

perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan’ Fungszonal

tersebut.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas: d1angl<ai dan S
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur dari SO R
Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan-; RIS

perundang-undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN'-::j : T
vang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pemndang—'_. i

undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhaﬁkan sya;t at S
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan SO

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa gabatan bagl_'t'_f"_; _'
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuaﬁ SIREI EEN

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesugi ketentuan--'_i_'_ o .

peraturan perundang-undangan
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tugasnya, sampai cieﬂwan peraturan yant‘f
penyederhanaan blroklam bellaku RS i

pengembangan profesi.

BAB V bl
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagmn Kesatu SR
Tata Ker_]a o

Pasal 35

(1} Kepala Dinas wajib melaksanakan tuga& mer‘mmpm"'_ i»
mengendalikan, mengarahkan dan membemkan pemn_]uk *k@rja kepad'
bawahannya. - : ' - o --

untuk penyelesaian . masalah sesuai ketentuar:a 'pe_' '_'turan' perﬂ ic
undangai. - S

Baglan Kedua
Laporaﬁ

Pasal 36

melalui Sekretaris Daerah secara tepat Waktu yem .
ketentuan peraturan pezundang~undangaﬁ ; : o
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kébijakaﬂ yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan” ‘tugas serta:' .
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan - masmg— .
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. -

(4} Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna .
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 37

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi d}bebank:an pada | .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. :

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lamnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. =

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas dz‘i:eiapkan oieh:j“i' S
Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndanguundangan S SRR e

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertangg ung]awab d1 bldang .
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi - terhadap - penataan SRR
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan pemndangﬂndanga,n e

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja saima dalam kegmtaﬂ S

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai keteniuan peraturan SO R
perundang-undangan. = -

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar. selumh Pe_;aba't _'
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan SRS
peraturan perundang-undangan. - .

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN yang: =5
melaksanakan tugas pada Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjaﬂt,-- PR
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawazaﬁ :

RARG PETA
HUKUN

ABIBTENT HERDA

& L

b
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubéﬁfnﬁf N'oﬁ::a_t'jf |
106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu‘ga‘s;'_daﬂ'lf%’u'n'gsi Lo

serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan = Sipil | =-3??’_roifin$'1'_};'

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Baiat ‘Tahun 2016 "
Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernir Nomor 86

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun - -

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fuﬁngsi_:sie'f‘ta:_Téi;i:é--_- -
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kaﬁmaﬁté&l-_'Bm‘_at
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 87), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaﬁ.f -

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan }Pé’faturé;';, S
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provitisi~ - -

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal o wido

. "\;;-,:, FRU

g
e
\{

WGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £ ©

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal “e.

Wy

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

S

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR |44
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